
 

 

 

 

WALIKOTA PASURUAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

 

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN 

NOMOR 19 TAHUN 2018 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN 

NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN KERJA DAN 

PENEKANAN TUGAS PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2018 

 

 

WALIKOTA PASURUAN, 

 

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kinerja aparatur di 

lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, perlu 

dilakukan penyempurnaan terhadap beberapa 

ketentuan dalam Pedoman Kerja dan Penekanan 

Tugas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;  

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas 

Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 36 Tahun 

2017 tentang Pedoman Kerja dan Penekanan 

Tugas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 

dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 

tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 

dan Nr 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia 

Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar 

dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 551); 

SALINAN 
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2.  Undang-Undang ... 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 

Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3241); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

140 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4578);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 

tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4738); 
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9.  Peraturan ... 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5136); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5533); 

11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden  

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah; 

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/ 

2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi 

Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak 

Tetap; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 2036); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 547); 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/ 

2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 

Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 533); 
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18.  Peraturan ... 

18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 

Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 

Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan 

Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08); 

19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11); 

20. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 

2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan 

Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah 

Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65); 

21. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 36 Tahun 

2017 tentang Pedoman Kerja dan Penekanan 

Tugas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita 

Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 36); 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 36 

TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN KERJA DAN 

PENEKANAN TUGAS PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2018. 

 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Bab V Peraturan Walikota 

Pasuruan Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Kerja dan Penekanan Tugas Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 

(Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 36) 

diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Walikota ini. 
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Pasal II … 

Pasal II 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan. 

 

 

 

Ditetapkan di Pasuruan  

pada tanggal 25 April 2018 

 

WALIKOTA PASURUAN, 

 

Ttd. 

 

SETIYONO 

 

 

Diundangkan di Pasuruan 

pada tanggal 25 April 2018 

    

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN, 

 

Ttd. 

 

BAHRUL ULUM 

 

 

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2018 NOMOR 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 

 

 

YUDHI HARNENDRO, SH. MSi. 

Pembina Tingkat I 

NIP.19681027 199403 1 008 
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LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN 
NOMOR          TAHUN 2018 
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN 
WALIKOTA PASURUAN NOMOR 36 
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN 
KERJA DAN PENEKANAN TUGAS 
PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2018 

 

 

 

1. Ketentuan sub bab angka 5.2.14. pada BAB V diubah sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 
5.2.14. Honorarium/Upah Pegawai Harian Lepas 

Honorarium/Upah Pegawai Harian Lepas maksimal sebesar 

Rp75.000,00/OH.  

 Penugasan Pegawai Harian Lepas ditetapkan dengan Surat 

Tugas dari Kepala OPD. 

 

2. Pada BAB V setelah sub bab angka 5.2.14. ditambah sub bab 

angka 5.2.15. yang berbunyi sebagai berikut : 

 
5.2.15.   Tambahan Honorarium Tenaga Kontrak  

 

 Tenaga Kontrak dapat diberikan tambahan honorarium 

pada kegiatan yang dilakukan di luar jam kerja/hari kerja 

efektif sebesar maksimal Rp. 75.000/OH. 

 

 

 

WALIKOTA PASURUAN, 

 

Ttd. 

 

SETIYONO 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 

 

 

YUDHI HARNENDRO, SH. MSi. 

Pembina Tingkat I 

NIP.19681027 199403 1 008 
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